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MOTTO 

 

ٰٓايَُّهَا مَنوُا الَّذِيْنَ  ي  بْرِ   اسْتعَِيْنوُْا ا  وةِ   بِالصَّ ل  الصٰبرِِيْنَ  مَعَ  اٰللَّ  اِنَّ  وَالصَّ   

(Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 

sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.). 

2 : 153 
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RINGKASAN 

 Tesis ini menganalisis kepastian hukum pemegang Hak Tanggungan kedua 

terhadap kekuatan eksekutorial jaminan dengan konsep cross collateral 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Fokus penelitian 

diarahkan pada dua masalah utama, yaitu apakah Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat 

(1) UUHT dapat ditafsirkan sebagai bentuk penormaan cross collateral dan apakah 

penerapan cross collateral serta cross default sesuai dengan asas privity of contract 

dan sifat accesoir Hak Tanggungan. Metode yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik 

perbankan terkait jaminan kebendaan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk 

menilai kesesuaian norma hukum dengan praktik pembiayaan modern. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) 

UUHT memberikan ruang implisit bagi penerapan cross collateral namun tidak 

mengaturnya secara tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

pemegang Hak Tanggungan kedua. Selain itu, penerapan cross collateral dan cross 

default berpotensi tidak sejalan dengan asas privity of contract karena memperluas 

keterikatan kontrak, serta memperumit sifat accesoir yang seharusnya mengikuti 

satu perikatan pokok tertentu. Tesis ini merekomendasikan perlunya pengaturan 

khusus mengenai mekanisme cross collateral dalam UUHT dan perumusan klausul 

kontraktual yang eksplisit untuk melindungi hak semua pihak, terutama pemegang 

Hak Tanggungan kedua.  
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ABSTRAK 

 Penelitian ini mengkaji kepastian hukum pemegang Hak Tanggungan kedua 

terhadap kekuatan eksekutorial jaminan dengan konsep cross collateral 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Fokus utama 

penelitian adalah menilai apakah Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UUHT dapat 

ditafsirkan sebagai bentuk penormaan cross collateral serta menilai kesesuaiannya 

dengan asas privity of contract dan sifat accesoir sebagai ciri Hak Tanggungan. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis 

peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, dengan bahan hukum primer 

dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menemukan keselarasan 

norma hukum dengan praktik perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ketentuan dalam Undang – Undang Hak Tanggungan memberikan ruang bagi 

penerapan cross collateral namun belum diatur secara eksplisit, sehingga 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang Hak Tanggungan kedua. 

Konsep ini juga berpotensi tidak sejalan dengan asas privity of contract dan sifat 

accesoir karena memperluas keterikatan hukum lintas perjanjian. Penelitian ini 

merekomendasikan perlunya pengaturan khusus dan perumusan klausul 

kontraktual yang jelas guna melindungi kepentingan semua pihak. 

Kata Kunci: Hak Tanggungan Kedua, Cross collateral, Cross Deafault, Privity 

of Contract, Accesoir, Kepastian Hukum.   
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ABSTRACT 

This study examines the legal certainty of second mortgage right holders (Hak 

Tanggungan) regarding the executorial power of collateral using the cross 

collateral concept under Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights (UUHT). The 

research focuses on whether Articles 3(2) and 5(1) of the UUHT can be interpreted 

as a normative basis for cross collateral and whether its application aligns with the 

principles of privity of contract and the accessory nature (accesoir) of mortgage 

rights. The research employs a normative juridical method through statutory and 

conceptual approaches, analyzing primary and secondary legal materials. A 

qualitative analysis was conducted to assess the coherence of legal norms with 

banking practices. The findings indicate that the UUHT implicitly allows cross 

collateral but does not explicitly regulate it, resulting in legal uncertainty, 

particularly for second mortgage holders. Furthermore, cross collateral and cross 

default may conflict with the principle of privity of contract and complicate the 

accessory nature of mortgage rigHak Tanggungans. This study recommends more 

specific legal provisions and clearer contractual clauses to ensure balanced 

protection for all parties involved. 

Keywords: Second Mortgage Right, Cross collateral, Cross Default, Privity of 

Contract, Accessory, Legal Certainty.   
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